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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi 

 Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi 

 keuangan  Untuk Kepentingan Perpajakan di kantor Pelayanan Pajak 

 Pratama Padang  Satu di kota Padang 

1. Prosedur pemeriksaan pajak tentang akses  informasi keuangan untuk 

 kepentingan perpajakan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu 

 di Kota Padang, yang melatarbelakangi pemeriksaan pajak untuk 

 mengakses data keuangan berbagai macam contohnya, tidak membayar 

 pajak, atas permasalahan tersebut KPP melakukan pemeriksaan tentang 

 wajib pajak tersebut yang berindikasi melakukan kecurangan, kantor 

 Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mengajukan surat ke kanwil, 

 setelah itu kanwil Direktorat Pajak Sumatera Barat dan Jambi akan 

 mengeluarkan surut untuk kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang satu 

 bisa membuka data keuangan wajib pajak yang kantor Pelayanan Pajak 

 Pratama Padang Satu akses ke bank” yang di curigai.Setelah Kanwil 

 Direktorat pajak Sumatera Barat dan Jambi menyerahkan surat” ke bank 

 di atas maka di berikan waktu untuk membalas surat tersebut ke kantor 

 Pelayanan Palayanan Pajak Pratama Padang Satu, setelah bank 

 membalas surat tersebut kantor Pelayanan Palayanan Pajak Pratama 

 Padang Satu menjadikan data tersebut sebagai data pendukung 
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 pemeriksaan, di dalam pemeriksaan tersebut kantor Pelayanan Pelayanan 

 Pajak Pratama Padang Satu dapat  melihat apakah si wajib pajak sudah 

 cocok pengeluaran, pembelian barang” yang di lakukan oleh wajib 

 pajak dengan data keuangannya dilaporkan, apabila surat penetapan 

 pajak siwajib pajak kurang maka si wajib pajak harus membayar 

 kekurangannya, tetapi apabila surat ketetapan pajak nihil maka siwajib 

 pajak dianggap sudah memenuhi semua kewajibannya.   

2. Kendala-kendala Direktorat jenderal pajak dalam Implementasi 

 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan 

 di Kantor Pelayanan pajak Pratama Padang satu di Kota Padang:Waktu 

 yang diberikan bank  sangat lama, bank tersebut memberikan konfirmasi 

 dengan waktu yang  lama ke Direktorat Jenderal Pajak 2 samapai 3 

 bulan barulah bank  tersebut memberikan konfirmasi atas balasan dari 

 surat Direktorat  Jenderal Pajak. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak 

 berkendala  perbedaan data antara wajib pajak dan bank berbeda 

 pernyataan, akibat  dari beda pernyataan tersebut direktorat Jenderal 

 pajak tidak  memungkinkan menemukan data wajib pajak tersebut. 

 Kemudian  ditambah lagi Direktorat Jenderal Pajak pas melakukan 

 pemeriksaan data ke bank tersebut kadang ada menutupi data wajib 

 pajak karena tidak transparan ke Direktorat pajak. 

3. Upaya -upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak PadangSatu di 

 Kota padang dalam implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 

 tentang  akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, 

 Direktorat Jenderal  Pajak memberikan koordinasi pada pihak terkait, 
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 dan juga membuat kesepakatan antara bank dan Otoritas Jasa 

 Keuangan, kedua pihak tersebut memberikan data-data wajib pajak yang 

 dibutuhkan oleh  Direktorat Jenderal Pajak. Serta Direktorat Jenderal 

 Pajak memberikan saran di forum,adakaladata tersebut dapat diperoleh 

 dan sebaliknya tidak dapat diperoleh dari bank, denganadanya saran di 

 forum tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak lebih mudah dalam 

 mengaksesinformasi keuangan. 

B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal  

 sebagai berikut: 

1. Lembaga keuangan mestinya transparan akan data si wajib pajak ke 

 Direktorat Jenderal pajak karena di Undang-Undang Nomor 9 tahun 

 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan 

 sudah diatur, bahwa ketika Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakses 

 informasi keuangan wajib pajak maka kerahasiaan data wajib pajak 

 dikecualikandalam keperluan Direktorat Jenderal Pajak, harusnya 

 dengan ada  Undang-Undang  yang  telah  diatur, lembaga keuangan 

 dari sektor  perbankan taat akan peraturan tersebut tidak mempersulit 

 Direktorat Jenderal pajak dalam mengakses informasi keuangan 

2. Lembaga keuangan di sektor perbankana harus secepatnyaa membalas 

surat pemeriksaan pajak kepada Direktorat Jenderal pajak sehingga 

Direktorat Jenderat pajak bisa dengan mudah mengakses data informasi 

keuangan si wajib pajak., mestinya keterbukaan bank dalam mengakses 
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informasi keuangan harus transparan tidak boleh ditutupi  oleh bank. 

Sebaiknya sanksi diterapakan kepada lembagakeuangan yang 

 tidaktransparan mengasih informasi keuangan wajib pajak, karena 

 harus menaatiakanperaturanUndang-Undang tentang  akses informasi 

 keuangan yg telah ada bahwa Direktorat Jenderal pajak berhak 

 mengakses informasi keuangan dari berbagai lembaga keuangan 

 sehingga lembaga keuangan  harus transparan kasih data si wajib pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


